
MENTERI KEUANGAN 
REPUBLIK INDONESIA 

SAL.INAI\I 
PERATURAN MENTERI KEUANGAN 

NOMOR 176/PMK.07/2008 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI 
KEUANGAN NOMOR 216/PMK.07/2007 TENTANG PENETAPAN 

PERKIRAAN ALOKASI DANA BAG1 HASIL SUMBER DAYA ALAM 
PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2008 

MENTERI KEUANGAN, 

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya perubahan perkiraan alokasi 
Dana Bagi Hasil Sumbe]. Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi 
dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2008 sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2008 sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2008, perlu 
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/ PMK.07/ 2007 tentang 
Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 
Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2008; 

Mengingat : 1. Undang-Undang N'omor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
133, Tambahan Lerrlbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4778) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 16 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nornor 63, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4848); 

2. Keputusan Presiderl Nomor 20/P Tahun 2005; 

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.07/2007 
tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil 
Sumber Daya Alarn Pertambangan Minyak Bumi dan Gas 
Bumi Tahun Anggaran 2008; 

Memperhatikan : Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 
2821 K/80/MEM/2007 tentang Penetapan Daerah Penghasil dan 
Dasar Penghitungan Bagian Daerah Penghasil Pertambangan 
Umum, Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk Tahun 2008, 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 
1841 K/80/MEM/ 2008; 



MENTERI KECIANGAN 
REPLJBLIK INClONESlA 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MEN'TERI KEUANGAN TENTANG 
PERUBAHAN ATAS F'ERATURAN MENTERI KEUANGAN 
NOMOR 216/ PMK.O:7/ 2007 TENTANG PENETAPAN 
PERKIRAAN ALOKASI DANA BAG1 HASIL SUMBER DAYA 
ALAM PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI 
TAHUN ANGGARAN 2008. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
216/ PMK.07/ 2007 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana 
Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan 
Gas Bumi Tahun Anggaran 2008, diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

(1) Perkiraan alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 
Pertambangan Millyak Bumi dan Gas Bumi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (I), disusun berdasarkan 
perkiraan penerimaan dalam Undang-Undang Nomor 45 
Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara Tahun Anggaran 2008 sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Lhdang Nomor 16 Tahun 2008. 

(2) Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 
Pertambangan Millyak Bumi dan Gas Bumi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) adalah sebesar 
Rp30.664.729.186.0~30,OO (tiga puluh triliun enam ratus enam 
puluh empat miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta 
seratus delapan puluh enam ribu rupiah) dengan rincian 
sebagai berikut: 

a. Minyak Bumi sebesar Rp20.396.272.764.000,OO (dua 
puluh triliun tiga ratus sembilan puluh enam miliar dua 
ratus tujuh pulluh dua juta tujuh ratus enam puluh 
empat ribu rupiah); dan 

b. Gas Bumi sebesar Rp10.268.456.422.000,OO (sepuluh 
triliun dua ratus enam puluh delapan miliar empat ratus 
lima puluh ena.m juta empat ratus dua puluh dua ribu 
rupiah). 
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(3) Perkiraan Alo'kasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 
Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun 
Anggaran 2008 untuk masing-masing Daerah adalah. 
sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan 
Menteri Keuangan ini. 

2. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni 
Pasal3A sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Penyaluran/pembayaran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 
Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi pada tahun 2008 
kepada Daerah maksimum pada tingkat harga minyak mentah 
Indonesia (CPI) ra.ta-rata US$95,00 per barel. 

Pasal I1 

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 
ditetapkan. ' 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman 
Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam 
Berita Negara Republik Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 1 9  November 2008, 

Salinan sesuai dengan aslinya, 

MENTERI KEUANGAN 
ttd. 
SFU MULYAM INDRAWATI 



MENTERI KEUANGAN 
REPUBLIK INDONESIA 

LAMPIRAN 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN 

NOMOR 176 PMK.07QWB TENTANG PENETAPAN 
PERKIRAAN ALOKASI DANA BAG1 HASlL SUMBER 
DAYA ALAM MlNYAK BUM1 DAN GAS BUM1 TAHUN 

ANGGARAN 2WB 

PENETAPAN PERKIRAAN AI-OKASI DANA BAG1 HASlL 

SUMBER DAYA ALAM MlNYAK BUM1 DAN GAS BUM1 TAHUN ANGGARAN 2008 

4.261.016.000 12.606.333.000 

852.205.000 2.521.269.000 Bukan Penghasil 

68.176.000 201.701.000 Bukan Penghasil 

68.176.000 201.701.000 Bukan Penghasil 

356,415.000 489.940.000 Penghasil Gas Bumi 

68.176.000 201.701.000 Bukan Penghasil 

68.176.000 201.701.000 Bukan Penghasil 

1.306.532.000 4.114.343.000 Penghasil MIGAS 

68.176.000 201.701.000 Bukan Penghasil 

68.176.000 201.701.000 Bukan Penghasil 

68.176.000 201.701.000 Bukan Penghasil 

68.176.000 201.701.000 Bukan Penghasil 

68.176.000 201.701.000 Bukan Penghasil 

68.176.000 201.701.000 Bukan Penghasil 

68.176.000 201.701.000 Bukan Penghasil 

177.816.000 841.658.000 Penghasil MIGAS 

68.176.000 201.701.000 Bukan Penghasil 

68.1 76.000 201.701.000 Bukan Penghasil 

68.176.000 201.701.000 Bukan Penghasil 

68.176.000 201.701.000 Bukan Penghasil 

68.176.000 201.701.000 Bukan Penghasil 

68.176.000 201.701.000 Bukan Penghasil 

68.176.000 201.701.000 Bukan Penghasil 

68.176.000 201.701.000 Bukan Penghasil 

68.176.000 201.701.000 Bukan Penghasil 
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No. 

1 

24 

25 

26 

1 1 I ~ a b .  Benakaiis 1 2.295.973.227.000 1 44.606.000 1 2.296.017.83~000 1 Penahasil Mlnvak Buml I 

PROVlNSllKABUPATENlKOTA 

Ill 

2 

Kab. Serdang Berdagai 

Kab. Samosir 

Kab. Batu Bara 

MINYAK BUM1 

RlAU 
Provinsi 

2 

3 

4 

3 

133.525.000 

133.525.000 

133.525.000 

5 I ~ a b .  Kuantan Singingi 

GAS BUM1 

11.519.523.533.000 

2.303.904.707.000 

Kab. lndragiri Hilir 

Kab. lndragiri Hulu 

Kab. Kam~ar 
460.780.941.000 1 44.606.000 1 460.825.547.000 1 Bukan Penghasil 

7 

8 

9 

I I I I I 

IV I RlAU KEPUIAUAN I 1.734.425.546.000 1 303.485.049.000 1 2.037.910.595.000 1 1 

4 

68.176.000 

68.176.000 

68.176.000 

10 

11 

-- - 

JUMLAH 

1.115.162.000 

223.034.000 

460.780.941.000 

467.695.908.000 

953.639.265.000 

6 I ~ a b .  Pelalawan 
Kab. Rokan Hilir 

Kab. Rokan Hulu 

Kab. Siak 

KETERANGAN 

6 I 6 

471.959.725.000 / 44.606.000 1 472.004.331.000 1 Penghasll Mlnyak Bumi 

Kota Dumai 
Kota Pekanbaru 

1 

2 

3 

201.701.000 

201.701.000 

201.701.000 

11.520.638.695.000 

2.304.127.741.000 

44.606.000 

44.606.000 

44.606.000 

1.292.355.703.000 

474.150.565.000 

~.416.7U).669.000 

V 

1 

I I I I I 

VI 1 SUMATERA SEIATAN I 1.391.221.766.000 1 1.178.095.238.000 1 2.569.317.004.000 1 
1 ~mvinsi 278.244.354.000 1 235.619.046.000 1 513.863.402.000 1 Bukan Penahasil I 

Bukan Penghasil 

Bukan Penghasii 

Bukan Penahasil 

Bukan Penohasil 

460.780.941 .OOO 

460.780.941.000 

Provinsi 

Kab. Bintan 

Kab. Natuna 

Kab. Karimun 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

I I I I I 

VII ( BANGKA BELITUNG I 36.138.378.000 1 36.138.378.000 1 

460.825.547.000 

467.740.514.000 

953.683.871.000 

44.606.000 

44.606.000 

44.606.000 

JAMB1 

Provinsi 

Kab. Batanahari 

Bukan Penghasii 

Penghasil Mlnyak Bumi 

Penahasll Minvak Buml 

44.606.000 

446.068.000 

351.771.188.000 

139.694.128.000 

683.183.718.000 

139.894.126.000 

- 
Kab. Bungo 
Kab. Kerinci 
Kab. Merangin 
Kab. Muaro Jambi 

Kab. Saroiangun 

Kab. Tanjung Jabung Barat 

Kab. Tanjung Jabung Timur 

Kab. Tebo 

Kota Jambi 

1.292.400.309.000 

474.195.171.000 

1.416.765.275.000 

441.036.384.000 

88.207.277.000 

21.639.416.000 

19.601.617.000 

19.601.617.000 

19.601.617.000 

27.511.259.000 

28.360.617.000 

'I 16.582.585.000 

55.909.695.000 

19.601.617.000 

24.419.067.000 

Penghasli Minyak Bumi 

Penghasll Minyak Bumi 

Penahasil Mlnvak Bumi 

460.825.547.000 

461.227.009.000 

I 

Bukan Penghasil 

Penghasii Gas Bum1 

75.248.000.000 

27.674.035.000 

89.866.874.000 

27.674.035.000 

98.249.067.000 

19.649.814.000 

4.467.144.000 

427.019.188.000 

167.568.163.000 

773.050.592.000 

167.566.163.000 

539.285.451.000 

107.857.091.000 

26.106.560.000 

Perighasii MIGAS 

Bukan Penghasii 

Penghasll MIGAS 

Bukan Penahasil 

Bukan Penghasil 

Penahasil MIGAS 



1 2 3 

Provinsi 12.046.128.000 

1 Kab. Bangka 3.441.750.000 

2 Kab. Belitung 3.441.750.000 

3 Kota Pangkal Pinang 3.441.750.000 

4 Kab. Bangka Selatan 3.441.750.000 

5 Kab. Bangka Tengah 3.441.750.000 

6 Kab. Bangka Barat 3.441.750.000 

7 Kab. Belitung Timur 3.441.750.000 

MENTEiRl KEUANGAN 
REPUBLIK INDONESIA (dalam rupiah) 

No. 

I I I I 

PROVlNSllKABUPATENlKOTA 

IX I DKI JAKARTA 

XI 

I 

2 

3 

4 

163.718.618.000 1 13.812.184.000 1 177.530.802.000 1 Penghasil MIGAS 

MINYAK BUM1 

I 

JAWA TENGAH 

Provinsi 

Kab. Banjarnegara 

Kab. Banyumas 

Kab. Batang 

Kab. Biora 

GAS BUM1 

6.516.975.000 

I .303.398.000 

76.670.000 

76.670.000 

76.670.000 

2.606.797.000 

JUMLAH 

6.616.975.000 

1.303.398.000 

76.670.000 

76.670.000 

76.670.000 

2.606.797.000 

KETERANGAN 

Bukan Penghasil 

Bukan Penghasil 
Bukan Penghasil 

Bukan Penghasil 
Penghasil Minyak Bumi 
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I I I I I I I I No. ( PROVlNSllKABUPATENlKOTA ( MlNYAKBUMl I GAS BUM1 ( JUMLAH I KETERANGAN 1 
1 

5 

6 

7 

8 

9 

, 10 
1 1  

12 

13 

14 

1 17 1 Kab. Pati I 76.670.000 1 76.670.000 1 Bukan Penahasil I 

2 

Kab. Boyolali 

Kab. Brebes 

Kab. Cilacap 

Kab. Dernak 

Kab. Grobogan 

Kab. Jepara 

15 1 Kab. Kudus 

Kab. Karanganyar 

Kab. Keburnen 

Kab. Kendal 

Kab. Klaten 

76.670.000 ( I 76.670.000 1 Bukan Penghasil 

3 

76.670.000 

76.670.000 

76.670.000 

76.670.000 

76.670.000 

76.670.000 

16 1 Kab. Magelang I 76.670.000 1 76.670.000 1 Bukan Penghasii 

16 

19 

20 

76.670.000 

76.670.000 

76.670 000 

76.670.000 

4 

76.670.000 

76.670.000 

76.670.000 

76.670.000 

Kab. Pekalongan 

Kab. Pernalang 

Kab. Purbalingga 

5 

76.670.000 

76.670.000 

76.670.000 

76.670.000 

76.670.000 

76.670.000 

Bukan Penghasll 

Bukan Penghasil 

Bukan Penghasil 

Bukan Penahasil 

76.670.000 

76.670.000 

76.670.000 

76.670.000 

76.670.000 

76.670.000 

6 

Bukan Penghasil 

Bukan Penghasil 

Bukan Penghasil 

Bukan Penghasil 

Bukan Penghasil 

Bukan Penghasil 

Bukan Penghasil 

Bukan Penghasil 

Bukan Penghasil 
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1 I I I I 
I 
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No. 

1 

XVI 

I 

2 
3 

4 

5 

6 

OTAL NASIONAL 20.396.272.764.000 

Salinan sesuai dengan aslinya, MBNTERI IWUANGAN 
ttd. 
SRI MULYAM INDRAWATI 

R~OYINSllKABUPAT~NlKQTA 

2 

SUIAWESI SEIATAN 

Provlnsl 
Kab. Bantaeng 
Kab. Barru 
Kab. Bone 

Kab. Bulukumba 
Kab. Enrekang 

Kab. Gowa 

MlNYAK BUM1 

3 

GAS BUM1 
" 4 '  . '  

JUMLAH 

6 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

. . 
KETBRANGAN 

6 

Bukan Penghasll 
Bukan Penghasll 
Bukan Penghasll 
Bukan Penghasil 
Bukan Penghasll 

Bukan Penghasll 
Bukan Penghasll 


